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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak dan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 

2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 

TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

DAN 

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 

TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

20 JUNI 2022 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 16.42 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya 

disebut UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 

100/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 

100/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat 

Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dan UU 24/2003 diajukan oleh Raden 

Violla Reininda Hafidz, S.H., dkk., yang berjumlah 7 (tujuh) Pemohon, dalam hal 
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ini diwakili oleh Arif Maulana, S.H., M.H., dkk., para Advokat, yang selanjutnya 

disebut Para Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 dan UU 24/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan Pasal 15 

ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf 

c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat 

(1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 

 

Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU 7/2020: 

(1) …. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim 
konstitusi harus memenuhi syarat:  
a. … 
b. …  
c. … 
d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;  
e. … 
f. … 
g. … 
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima 

belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari linkungan 
Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai 
hakim agung. 

 

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: 

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim 
konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi 
yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing 
lembaga negara. 

 

Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 7/2020: 

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  
a. …;  
b. …; 
c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 
d. ...; 
e. .... 

 

Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020: 

(1) …  
(2) Dihapus. 
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Pasal 87 UU 7/2020: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  
a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini;  

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 

 

Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003: 

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah 
Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 

Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003: 

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media 
massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai 
kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang 
bersangkutan. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) 

dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan 

huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 

dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 

24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) 

dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena 

dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 

Para Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/2020 dan materiil Pasal 15 ayat (2) huruf 

d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 

ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan 

Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.15]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara 

saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 

keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan 

oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, surat Amicus Curiae, 

sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka 
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Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan 

pengujian formil UU 7/2020;  

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan 

UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan 

dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya 

berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya 

dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal 

tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata 

Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam 

daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan 

Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi 

Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan 

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, 

tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR 

dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam 

daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan 

Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 68/PUUIX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-

XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 

sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 

12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda 

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 

5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 

secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun 

menurut Mahkamah tatacara perubahan UU a quo yang mendasarkan pada daftar 

kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah 

Konstitusi, maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. 

Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan 

rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka 

sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya 

sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. 

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif 

terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan 

dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan 

undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. 

Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU a quo dalam daftar 

Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut 
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tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab 

perubahan UU a quo memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka 

sebagaimana pertimbangan di atas. 

Dikarenakan perubahan UU a quo dalam rangka menindaklanjuti 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses 

pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan 

pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat 

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 

bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan 

tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya 

rancangan undang-undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi 

menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 

Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a 

quo tidak beralasan menurut hukum.  

 

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 

tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki 

kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. 

Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut 

hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain 

dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  

 
F. AMAR PUTUSAN 

• Dalam Pengujian Formil: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

• Dalam Pengujian Materiil: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan Para 

Pemohon ditolak sepanjang pengujian formil dan tidak dapat diterima sepanjang 

pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan 

ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b 
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UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 

mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN  

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
 

 


